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ABSTRAK 

           Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibakan seseorang 

tereksploitasi. Kejahatan transnasional dipandang sebagai salah satu ancaman 

serius terhadap keamanan global. Masyarakat internasional telah mewujudkan 

suatu kerjasama untuk membantu proses penegakan hukum transnasional yang 

kompleks melalui Mutual Legal Assistance (MLA).Bantuan timbal balik sama-

sama berkorelasi dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana banyak korban 

yang bekerja diluar negeri dalam hal ini TKI yang tidak mendapat ganti kerugian 

atas terjadinya tindakan kriminal yang korban terima. Sehingga korban dapat 

menerima timbal balik atas segala kerugiannya. 

 Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa 

terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum 

yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara 

satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi 

putusan).  

            Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa didalam pengaturan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  Tentang Tindak Pidana Perdagangan 
Orang menjadi payung hukum yang konkrit dalam mencegah perdagangan orang 
baik skala nasional maupun internasional.Mutual Legal Assistance (MLA) 

merupakan suatu perwujudan kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan-
kejahatan transnasional yang sering terkendala oleh adanya perbedaan hukum 
nasional negara yang menimbulkan kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. 

Kata Kunci: Perdagangan Orang,Transnasional, Bantuan Timbal Balik. 
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ABSTRAK 

           Criminal Trafficking in Persons constitutes the activity of recruiting, 

transporting, collecting, sending, transferring, or accepting someone with the threat 

of violence for the purpose of exploitation or causing someone to be exploited. 

Transnational crime is seen as a serious threat to global security. The international 

community has established a partnership to assist in complex transnational law 

enforcement processes through Mutual Legal Assistance (MLA). Mutual assistance 

is equally correlated with trafficking in persons, where many victims work abroad, 

in this case migrant workers who are not compensated losses for the occurrence of 

criminal acts that victims receive. So that victims can receive reciprocity for all 

losses. 

          This research method used in this study is normative juridical, which is a 

research that deductively starts with an analysis of the articles and legislation 

governing the problems in the thesis. Normative means that legal research is aimed 

at gaining normative knowledge about the relationship between one rule and 

another and its application in practice (decision study). 

           The results of this study reveal that in the regulation of Law Number 21 Year 

2007 Regarding the Criminal Act of Trafficking in Persons becomes a concrete 

legal umbrella in preventing trafficking in persons both nationally and 

internationally. Mutual Legal Assistance (MLA) is an embodiment of cooperation 

between countries in combating crime -national transnational crime that is often 

constrained by differences in national national laws that cause inaction in the 

examination of crime. 
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